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ABSTRAK

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

DWI SILVINA WARDHAHNI
NIM.02270622351

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Februari
2025 untuk mengetahui prosedur pemungutan dan kendala PBB-P2. PBB-P2
merupakan sumber penting Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan
adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah
wajib pajak dan realisasi penerimaan melebihi target pada 2022-2024. Namun,
masih terdapat kendala seperti keterlambatan pembayaran, data objek pajak tidak
sesuai, dan rendahnya kesadaran. Diperlukan optimalisasi sistem informasi dan
koordinasi lintas instansi untuk efektivitas pemungutan.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Prosedur
Pemungutan, Pemungutan Pajak
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BAB |
PENDAHULUAN

1= Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti
ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Pembangunan bertujuan untuk
menciptakan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kapasitas
individu serta masyarakat untuk mencapai potensi maksimalnya. Pembangunan
yang berhasil adalah pembangunan yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi tetapi juga memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran pajak memiliki peran
penting dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan negara. Pembayaran
pajak tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sarana penting untuk mencapai
kesejahteraan bersama dan membangun bangsa.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara. Pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pendidikan, dan membangun infrastruktur guna mendorong pertumbuhan
ekonomi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting bagi pemerintah dalam
membiayai berbagai program pembangunan. PBB-P2 merupakan pajak yang

dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang berada di wilayah



perdesaan dan perkotaan. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai memiliki peran
penting dalam melakukan prosedur pemungutan PBB-P2 guna memastikan bahwa
pajak ini dapat terkumpul dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pajak ini dikenakan kepada pemilik atau pengguna tanah dan bangunan di wilayah
tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi berbagai kendala dan
tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam proses
pemungutan pajak ini. Dalam pelaksanaannya, prosedur pemungutan PBB-P2 di
Kota Dumai masih memiliki berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi.

Pertumbuhan penduduk di Kota Dumai bertambah meningkat, hal ini
dikarenakan banyaknya masyarakat perorangan yang melakukan perpindahan dari
desa ke kota untuk bekerja.

Dapat diketahui dari fenomena diatas bahwa pendapatan dari sektor pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sendiri merupakan salah
satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting bagi Kota Dumai untuk
membantu kelancaran kepemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan PBB-P2 sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah
daerah dan masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan pengelolaan dan
transparansi, sedangkan masyarakat perlu memahami kewajibannya untuk
mendukung pembangunan daerah. Dengan pengelolaan yang baik, PBB-P2 dapat
menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan PBB tidak hanya bergantung pada wajib pajak, tetapi juga pada



komitmen dan integritas pemerintah dalam mengelola pajak untuk kepentingan
publik.

Pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau
badan kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tanpa adanya
imbalan langsung yang diterima. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai
kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik,
pendidikan, dan kesehatan, demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembayaran pajak bersifat memaksa bagi wajib pajak sesuai aturan
hukum. Mereka yang membayar pajak tidak mendapat imbalan langsung, akan
tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara kolektif. Pemungutan
pajak diatur dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pajak merupakan Sumber Pendapatan Negara karena pajak menjadi salah satu
sumber utama penerimaan negara untuk mendukung pembiayaan kegiatan
pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk
melakukan pemungutan pajak dan retribusi sebagai bagian dari pendapatan asli
daerah (PAD). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian keuangan
daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Undang-undang
ini-juga menekankan pengelolaan pajak secara transparan agar dapat digunakan
secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang
diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota

yaitu Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).



Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Dumai
Tahun Target Realisasi Persentase
2022 Rp. 130.971.986.230 Rp. 134.826.570.198 102,94 %
2023 Rp. 159.000.000.000 Rp. 161.190.234.668 101,38 %
2024 Rp. 260.000.000.000 Rp. 278.805.117.713 107,23 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2025

Selama periode tahun 2022 hingga 2024. Badan pendapatan daerah kota
dumai memiliki capaian realisasi yang selalu melampaui target yang ditetapkan
setiap tahunnya.

Pada tahun 2022, realisasi pajak PBB-P2 Kota Dumai mencapai
Rp.134.826.570.198 dengan persentase 102,94 % dari target. Faktor-faktor
penyebab kenaikannya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, antara lain:

1. Program Keringanan dan Insentif Pajak
Pemerintah Kota Dumai memberikan berbagai insentif guna mendorong
peningkatan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2022. Salah satu kebijakan yang diterapkan
adalah pemberian diskon hingga 30% bagi wajib pajak yang melakukan
pembayaran lebih awal. Selain itu, fasilitas berupa penghapusan denda
keterlambatan, pengurangan pokok pajak sebesar 50%, serta pembebasan PBB

bagi para veteran juga turut diberikan.




2. Strategi Penguatan Kinerja Institusi
Optimalisasi sumber daya manusia dan sistem pengelolaan pajak dilakukan
melalui koordinasi intensif antara Bapenda dan Pemerintah Kota, serta
didukung oleh penerapan kebijakan official assessment yang memastikan
akurasi dalam penetapan pajak oleh otoritas.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak didorong melalui
kampanye publik, salah satunya program "Jom Bayar Pajak Lebih Awal" yang
menekankan manfaat pajak bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan
layanan publik. Program ini memberikan pemahaman kepada masyarakat
bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai proyek-
proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan
pendidikan.

4. Dukungan Kepemimpinan
Adanya arahan langsung dari Wali Kota Dumai, dalam memprioritaskan
pengelolaan pajak sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan
memverifikasi data objek pajak untuk mengatasi masalah duplikasi SPPT dan
kesalahan administrasi. Serta menggunakan data historis pembayaran PBB-P2
sebelumnya sebagai acuan penetapan target.

Pada tahun 2023, realisasi pajak PBB-P2 juga mencapai target yang
ditentukan Rp. 161.190.234.668 dengan persentase 101,38 %. Berikut faktor-

faktor penyebab kenaikannya realisasi PBB-P2:



1. "Fasilitas Keringanan Pajak

Pemerintah Kota Dumai memberikan berbagai keringanan seperti pembebasan
PBB untuk veteran, penghapusan denda PBB untuk wajib pajak orang pribadi
dan badan, serta pengurangan pokok PBB sebesar 50% bagi wajib pajak orang
pribadi dari tahun 1994 hingga 2022. Program ini memotivasi masyarakat
untuk segera membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Kepemimpinan dan Pengawasan Wali Kota

Bimbingan, pantauan, dan arahan langsung dari Wali Kota Dumai, sangat
berperan dalam mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjalankan
tugasnya secara maksimal sehingga pencapaian target bisa terwujud.
Pemanfaatan Pajak untuk Pembangunan Daerah

Alokasi pajak daerah yang transparan dan nyata dirasakan masyarakat melalui
peningkatan infrastruktur lokal, layanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan
keberlanjutan lingkungan turut meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib
pajak.

Inovasi dan Optimalisasi Pelayanan Pajak

Bapenda Kota Dumai terus berinovasi dalam pelayanan dan pengelolaan
pajak, termasuk optimalisasi pendataan dan pemungutan pajak sehingga
penerimaan pajak dapat maksimal.

Faktor-faktor tersebut secara sinergis berkontribusi pada pencapaian

realisasi PBB-P2 Kota Dumai yang tertinggi se-Provinsi Riau pada tahun 2023.



Pada tahun 2024, realisasi pajak PBB-P2 juga mencapai target bahkan
melebihi dari target yang ditentukan, Rp. 278.805.117.713 dengan persentase
107,23 %. Berikut faktor-faktor penyebab kenaikannya realisasi pada tahun 2023:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
Dukungan masyarakat yang taat membayar pajak serta kampanye kesadaran
yang terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban pajak daerah.

2. -Pemberian Insentif dan Keringanan Pajak
Program diskon PBB-P2 yang diberikan secara bertahap, misalnya diskon
30% bagi wajib pajak yang membayar lebih awal, serta penghapusan denda
dan pengurangan pokok pajak, mendorong wajib pajak untuk membayar tepat
waktu dan meningkatkan realisasi pajak.

3. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pelayanan
Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk
mempermudah proses pembayaran pajak dan retribusi, layanan jemput bola,
serta kerja sama dengan perbankan dalam menyediakan alternatif pembayaran
yang lebih mudah dan cepat bagi wajib pajak.

4. Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Pesatnya pertumbuhan sektor kuliner dan keberadaan perusahaan besar di
Dumai yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), termasuk PBB-P2.

Berdasarkan uraian di atas bahwa 3 tahun terakhir kontribusi pajak Bumi

dan Bangunan sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu



penulis tertarik untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB — P2) di Badan Pendapatan Daerah

Kota Dumai, Penelitian ini akan diangkat menjadi sebuah karya tulis sebagai

bagian dari tugas akhir penulis dengan judul: “PROSEDUR PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-

P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAL.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis
merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai?

2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan upaya apa Saja yang
dilakukan terhadap kendala tersebut di Badan Pendapatan Daerah Kota
Dumai?

1.3 Tujuan Penelitian

1.- Untuk mengetahui cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

2.~ Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemungutan pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan

Daerah Kota Dumai.



1.4 Manfaat Penelitian
1. Bagi penulis adalah menambah beberapa pemikiran dalam memperkaya
wawasan penulis dan dapat menambah wawasan dalam bidang pajak
daerah.
2. Bagi Universitas penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
referensi agar dapat digunakan bagi penelitian berikutnya.
3. Bagi Instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai hasil penelitian ini
diharapkan dapat sebagai bahan masukkan kepada staf-staf Badan
Pendapatan Daerah Kota Dumai..
15  Metode Penelitian
1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota
Dumai, beralamat JI. brigjen Hr Soebrantas No 135, Badan Pendapatan Daerah
Kota Dumai, Dumai Riau 28813.
152 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai Februari sampai dengan Maret 2025.
1.5.3 Jenis Data

1. Data Primer
Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber asli, tanpa
melalui perantara. Data primer dapat berupa opini subjektif, observasi,

atau jawaban dari responden. (Sugiono,2019)
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Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh
pihak lain dan dapat digunakan kembali untuk tujuan penelitian yang
berbeda.

Metode Pengumpulan Data

Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau fenomena yang terjadi
secara langsung. Observasi memiliki peran yang sangat penting dalam
mengumpulkan data yang akurat dan valid,

Interview (Wawancara)

wawancara merupakan mengemukakan pertanyaan secara langsung
kepada responden melalui interaksi tatap muka.

Dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-
data yang berhubungan dengan judul proposal penulis.

Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan pedekatan deskriptif,

yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi selama

proses penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

data yang dikumpulkan tanpa berupaya menarik kesimpulan yang bersifat umum.
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1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam masing-masing bab

terdiri dari beberapa sub bab seperti di uraikan sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB I11

BAB IV

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah,
tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian,
pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang sejarah Kantor
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, meliputi Visi dan Misi,
Uraian Tugas, Struktur Ogranisasi dan tugas pokok setiap seksi/unit
kerja.

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori yang mendukung
penulis penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan
berkaitan dengan judul penelitian.

PENUTUP

Bab ini bertujuan untuk memberikan ringkasan akhir atau kesimpulan
dan memberikan arahan bagi pembaca mengenai pemanfaatan hasil

penelitian.

DAFTAR PUSTAKA



GAMBARAN UMUII?/IAEOI:(ASI PENELITIAN
2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Pembentukan Pemerintah Kota Dumai dikukuhkan dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, dengan wilayah
administrasi pemerintah daerah yang terdiri dari 3 wilayah Kecamatan, 13
Kelurahan dan 9 Desa. Pada tahun 2001 mengalami pemekaran menjadi 5
Kecamatan dan 32 Kelurahan. Perkembangan Kecamatan di Kota Dumai terakhir
adalah dibentuknya Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan, sehingga Kota
Dumai memiliki 7 Kecamatan sejak tahun 2012. Kota Dumai juga didukung
beberapa perangkat daerah yang salah satunya Badan Pendapatan Daerah Kota
Dumai.

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang berlokasi di Jalan H.R
Soebrantas No. 135 dan dulunya beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Bagan
Besar. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Dumai. Tugas pokok dari Badan Pendapatan Daerah Kota
Dumai yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang
Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, sebagai Institusi yang diberi
wewenang untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang
pendapatan daerah, diperlukan penerapan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik

(good government). Upaya menggali dan mengolah potensi sumber-sumber
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penerimaan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah tidak dapat
dipisahkan dari peranan Badan Pendapatan Daerah. Dalam hubungannya Otonomi
Daerah, peranan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai bukan sekedar
mengejar pencapaian target-target yang telah ditetapkan, tetapi harus mampu
menyesuaikan dan mengantisipasi gejala internal dan berbagai perubahan
eksternal.

Berdasar PP No.8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah
status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di
Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) 1l
Bengkalis.

Berdasar UU No.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Nomor 3829), Dumai
berubah status menjadi Kotamadya sehingga menjadi Kotamadya Dati. Il Dumai.
Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasar UU No. 22 Tahun 1999
maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota
Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan
hari ulang tahun Kota Dumai.

Dinas pendapatan Daerah Kota Dumai terbentuk bersama dengan
semangat pembentukan Otonomi Daerah Kota Dumai (Undang-Undang Nomor
16-Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Dumai),
sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Pada tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendapatan
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Daerah Kota Dumai berubah menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan
(DPPK) Kota Dumai.

Kemudian Pada Tahun 2011 Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan
(DPPK) Kota Dumai dilebur atau berganti menjadi Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011,
Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai berdiri sendiri sedangkan Bagian
Keuangan bergabung ke Sekretariat Daerah Kota Dumai

Kemudian pada Tahun 2017 Dinas Pendapatan Kota Dumai berubah
sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai menjadi Badan
Pendapatan Daerah Kota Dumai (Bapenda)

2.2 Visidan Misi
A. Visi
“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul
Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”.
B. Misi

“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik”
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2.3~ Stuktur Organisasi
Stuktur Organisasi terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:
Gambar 2.1
STUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
DUMAI
KEPALA BADAN
1
SEKRETARIS
| |
SUB KOORDINATOR KEPALA SUB KEPALA SUB
JABATAN BAGIAN TATA BAGIAN
FUNGSIONAL USAHA KEUANGAN
TERTENTU DAN ASFT
| ) ]
) ( ) 4
— KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
PAJAK DAERAH KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG HUKUN DAN
DAN RETRIBUSI PENAGIHAN PBB & BPHTB KEBERATAN
DAERAH
. J \
I
e KEPALA SUB BIDANG [ A
KEPALA SUB KEPALA SUB PENDATAANDAN | KEPALA SUB BIDANG
BIDANG BIDANG - PENILAIAN PBB DAN PENGAJUAN
= PENDAFTARAN PEMBUKUAN DAN BPHTB KEBERATAN
DAN PENDATAAN PELAPORAN L )
1 A [ A KEPALA SUB e ™
KEPALA SUB
BIPANG KA BIDANG PENETAPAN | __ . .
p— PENETAPAN DAN PELAYANAN KEPALA SUB BIDAN
l PENAGIHAN PBB DAN BPHTB PEMERIKSAAN
\ y, y,
\ J
SuB
s KOORDINATOR 4 )
JABATAN SUB SUB KOORDINATOR
FUNGSIONAL KOORDINATOR  f—d JABATAN -
JABATAN FUNGSIONAL
FUNGSIONAL TERTENTU
TERTENTU \_ y,

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2025
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2.4 Uraian Tugas Bidang Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Badan Pendapatan

Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Bapenda

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemprograman dan

anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan

perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Menyelenggarakan Fungsi:

a.

b.

Pengoordinasian kegiatan Badan Pendapatan Daerah.
Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran
Badan Pendapatan Daerah.

Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Pendapatan Daerah.
Penataan organisasi dan tata laksana.

Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum.

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
layanan pengadaan barang/jasa.

Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan

lingkup fungsinya.
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2. Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, memiliki tugas:

Menyiapkan bahan pendaftaran, pendataan, penetapan pajak daerah dan

retribusi daerah.

Menyelenggarakan Fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pendaftaran, pendataan
dan penetapan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Pelaksanaan administrasi sistem dan prosedur pendaftaran, pendataan
dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Pelaksanaan perencanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak
daerah dan retribusi daerah.

d. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan
retribusi daerah.

e. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi
daerah.

f. Penyiapan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai
dengan lingkup fungsinya.

3. Bidang Penagihan, mempunyai tugas:

Menyiapkan pelaksanaan penagihan dan perhitungan pajak daerah dan
retribusi daerah yang terhutang serta pengawasan terhadap pelaksanaan
penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

Menyelenggarakan fungsi:
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Penyiapan bahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang
telah melampaui batas jatuh tempo.

. Penyiapan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang
berhubungan dengan penagihan.

Pelaksanaan penerbitan surat-surat fiskal, penagihan terhadap piutang
pendapatan daerah dan pengaturan pengangsuran piutang secara
bertahap.

. Penyiapan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan
daerah yang dikelola oleh perangkat daerah pengelola pajak daerah
dan retribusi daerah secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
Penyiapan bahan perumusan bentuk formulir, kartu dan lain
sebagainya untuk keperluan administrasi pemungutan yang meliputi
pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah
lainnya.

Penyiapan bahan laporan atas pelaksanaan surat paksa oleh juru sita
dan menyelenggarakan penetapan penerimaan atas penagihan hutang
pajak yang dijalankan dengan surat paksa.

Pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan secara rutin;

. Penyiapan bahan laporan pengawasan.

Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan

lingkup fungsinya.
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4. Bidang PBB dan BPHTB, Mempunyai tugas:

Menyiapkan pelaksanaan pendataan, penilaian penetapan dan pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

serta pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menyelenggarakan fungsi:

a.

Menyiapkan administrasi kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pelaksanaan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pelaksanaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pelaksanaan pengelolaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penyiapan pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penyiapan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan

lingkup fungsinya.
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5. Bidang Hukum dan Keberatan, memiliki tugas:

Menyiapkan penyusunan produk hukum daerah dibidang pajak daerah dan
retribusi daerah, menyiapkan administrasi pengajuan keberatan wajib pajak
dan melakukan pemeriksaan wajib pajak.

Menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunanan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwa)

dan peraturan lainnya di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Penyusunan rencana program dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Penyiapan pengolahan dan penelitian data yang berkaitan dengan

pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Pelaksanaan penerimaan pengajuan permohonan keberatan dari wajib

pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

e. Penyiapan bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan.

f. Penyiapan bahan-bahan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi

daerah.

0. Pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

h. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan

lingkup fungsi.



BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai
pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di
Kota Dumai, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum praktik pemungutan
PBB-P2 di Kota Dumai telah sejalan dengan ketentuan teoritis dan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku, namun juga memiliki
kekhasan tertentu yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Adapun kesimpulan
secara rinci sebagai berikut:

Pertama, dari sisi jenis pajak, secara teoritis PBB-P2 merupakan jenis
Pajak Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini juga telah
dilaksanakan di Kota Dumai, di mana PBB-P2 secara resmi menjadi bagian dari
kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai sebagai institusi
teknis pengelola pajak daerah.

Kedua, terkait dengan sistem pemungutan, baik dalam teori maupun dalam
praktik di Kota Dumai menggunakan sistem Official Assessment System, yaitu
suatu sistem pemungutan pajak di mana besaran pajak ditentukan sepenuhnya
oleh aparat atau otoritas pajak. Wajib Pajak tidak menghitung sendiri pajaknya,
tetapi hanya menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah

ditetapkan oleh Bapenda. Hal ini sesuai dengan prinsip administrasi perpajakan
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yang menekankan pada otoritas pemerintah dalam menetapkan nilai jual objek
pajak (NJOP), besaran tarif, serta nilai pajak terutang.

Ketiga, mengenai tarif pajak, secara teoritis tarif maksimum PBB-P2
ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Akan tetapi, praktik di Kota Dumai
menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian tarif khusus, terutama untuk objek
pajak dengan nilai NJOP di atas Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah), di
mana tarif yang digunakan adalah sebesar 0,5%. Penetapan tarif tersebut telah
disesuaikan dengan kebijakan fiskal daerah dan bertujuan untuk mengoptimalkan
penerimaan pajak dari objek-objek bernilai tinggi. Kebijakan tarif progresif ini
merupakan upaya untuk meningkatkan keadilan pajak dan mencerminkan daya
dukung objek pajak.

Keempat, dalam hal perhitungan besarnya PBB-P2, baik secara teori
maupun praktik di Kota Dumai menggunakan rumus:

PBB-P2 = Tarif x {NJOP Bumi + (NJOP Bangunan — NJOPTKP)}

Rumus tersebut telah diterapkan secara konsisten dalam sistem administrasi
perpajakan Kota Dumai, dengan mempertimbangkan nilai jual yang telah
ditetapkan berdasarkan penilaian lapangan dan data pendukung lainnya.
Komponen NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) juga telah
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk menentukan besaran pajak yang
adil dan proporsional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PBB-P2 di Kota
Dumai secara konseptual telah sesuai dengan teori perpajakan daerah, baik dari

segi klasifikasi pajak, sistem pemungutan, tarif, maupun metode perhitungannya.
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Namun, dalam praktiknya, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk
melakukan penyesuaian terhadap tarif dan kebijakan teknis lainnya guna
menjawab dinamika ekonomi lokal serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
4.2-Saran

Adapun saran yang dapat saya berikan berdasarkan temuan selama
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi
Mengoptimalkan penggunaan aplikasi dan sistem informasi perpajakan
yang handal dan user-friendly untuk mendukung proses administrasi,
pemungutan, dan pengawasan pajak..

2. Pemberian Insentif dan Kemudahan Pembayaran.

Melanjutkan dan mengembangkan program diskon, keringanan, dan
kemudahan pembayaran pajak sebagai strategi untuk mendorong wajib
pajak membayar tepat waktu dan mengurangi tunggakan.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan

agar pegawai Bapenda mampu mengelola data, pelayanan, dan teknologi

informasi perpajakan dengan lebih profesional dan efisien.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, Bapenda Kota Dumai dapat
meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penerimaan PBB-P2, sehingga
berkontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan

Kota Dumai secara berkelanjutan.
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PEDOMAN WAWANCARA

PEGAWAI/STAF

1. Bagaimana alur atau tahapan prosedur pemungutan PBB-P2 yang
diterapkan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai?

2. Apa saja dokumen dan data yang diperlukan dalam proses pemungutan
PBB-P2?

3. Apa strategi Bapenda untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembayaran PBB-P2?

4. Apakah ada program khusus atau insentif yang diberikan untuk
mendorong wajib pajak membayar tepat waktu?

5. Apa saja metode pembayaran yang disediakan untuk wajib pajak dalam
melunasi PBB-P2?

WAJIB PAJAK
1. Apakah persyaratan serta prosedur pelayanan pembayaran pajak di

BAPENDA sudah jelas dan dapat dikatakan mudah untuk di pahami?
Apakah Bapak/lbu pernah mengalami kendala saat proses pembayaran
PBB-P2?

Menurut Bapak/lbu, apakah prosedur pembayaran PBB-P2 sudah jelas dan
mudah dipahami?

Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan setelah membayar PBB-P2 secara
rutin?

Apakah Bapak/lbu pernah mendapatkan sosialisasi atau informasi dari

pemerintah daerah terkait pembayaran PBB-P2?
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